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PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

JI. Kusuma Bangsa Nomor 45 Telp. (0285) 423222 Pekalongan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA PEKALONGAN
NOMOR :050/552/V /2016

TENTANG
PENETAPAN SALURAN IRIGASI
DI KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

a.

1.

4.

bahwa dalam rangka pengelolaan saluran irigasi di Kota Pekalongan, telah
dilakukan pendataan saluran irigasi meliputi nama dan lokasi saluran irigasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu ditetapkan saluran irigasi di Kota Pekalongan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran
Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria

dan Penetapan Status Daerah Irigasi tertanggal 21 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Saluran Irigasi di Kota Pekalongan, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Mei 2016




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DPU KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 050 / 552 / V / 2016

TENTANG PENETAPAN SALURAN IRIGASI

DI KOTA PEKALONGAN

DAFTAR SALURAN IRIGASI KOTA PEKALONGAN

No. Nama Saluran Irigasi Lokasi (Kecamatan) Ket.
1 2 3 S
A D I Pesantren Kletak T
1 |Saluran Podo Timur 6 Pekalongan Selatan
Saluran Podo Timur 7 Pekalongan Barat
3 |Saluran Podo Timur 8 Pekalongan Barat
B D I Kupang Krompeng
1 |Saluran Larangan 4 Pekalongan Selatan
2 |Saluran Larangan 5 Pekalongan Selatan
3 |Saluran Larangan 6 Pekalongan Timur
4 |Saluran Larangan 7 Pekalongan Timur
5 |Saluran Larangan 8 Pekalongan Utara
6 [Saluran Larangan 9 Pekalongan Utara
7 |Saluran Baros 4 Pekalongan Timur
8 [Saluran Baros 5 Pekalongan Timur
9 |Saluran Baros 6 Pekalongan Timur
10 }Saluran Baros 7 Pekalongan Timur
11 |Saluran Baros 8 Pekalongan Utara
12 |Saluran Baros 9 Pekalongan Utara
13 |Saluran Grabyak 3 Pekalongan Selatan
14 |Saluran Grabyak 4 Pekalongan Selatan
15 |Saluran Grabyak 5 Pekalongan Selatan
16 |Saluran Soko Baru Pekalongan Selatan
C D [ Asem Siketek
1 |Bendung Kesetu Pekalongan Selatan
2 |Saluran Asem Binatur 1 Pekalongan Barat
3 |Saluran Asem Binatur 2 Pekalongan Barat
4 |Saluran Asem Binatur 3 Pekalongan Utara




